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Maraknya praktik jual beli kotoran hewan di lingkungan masyarakat yang 
dipergunakan sebagai pupuk untuk keperluan pertanian, mengakibatkan banyak 
pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kotoran hewan 
tersebut.Menyadari bahwa kotoran hewan merupakan benda yang dipandang najis 
dalam Islam dan haram untuk diperjualbelikan, maka perlu analisis lebih dalam 
mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum praktik jual beli kotoran 
hewan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli 
kotoran hewan di kabupaten Aceh Besar dan ketentuan hukum jual beli kotoran 
hewan menurut konsep ijarah bi al-amal Oleh karena itu, penulis melakukan 
wawancara langsung dengan para pihak (masyarakat) yang terkait.Penulisan 
skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil data yang diperoleh 
di analisis secara kualitatif.Berdasarkan metode penelitian ini, maka penelitian ini 
dikategorikan sebagai penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian yang 
penulis dapatkan bahwa praktik jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh para 
pihak (masyarakat) yang terkait adalah dibolehkan dalam pandangan Islam, 
apabila kotoran hewan tersebut memiliki nilai manfaat, hal ini sesuai dengan 
konsep jual beli mengenai syarat benda yang diperjualbelikan (ma’qud ‘alaih) 
mengandung manfaat dan masyarakat harus menggunakan akad yang dibenarkan 
syara’ yaitu ijarah ‘ala al-amal ketika bertransaksi. Meskipun faktanya, pada saat 
bertransaksi kebanyakan masyarakat, tidak menggunakan akad ijarah, melaikan 
akad jual beli.Berdasarkan konsep ijarah bi al-Amal, pemberian upah atas jasa 
pengangkutan kotoran hewan dibolehkan, karena objek akadnya berupa manfaat 
suatu benda yang merupakan salah satu rukun ijarah bi al-amal. Dalam kaitan 
tersebut, penulis menyarankan agar para pihak (masyarakat) yang terkait  
menggunakan akad yang dibenarkan dalam Islam dan mempelajari lebih 
mendalam mengenai setiap kegiatan mu’amalah yang dilakukan. 
 
 
 
TRANSLITERASI 
Keputusan bersama menteri agama, menteri pendidikan dan menteri 
kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987. 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab adalah sebagai berikut: 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا Tidak dilambangkan 
 16 ط ṭ t dengan titik di bawahnya 
2 ب b  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ś s dengan titik di atasnya 19 غ gh 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż z dengan titik di atasnya 24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ş s dengan titik di bawahnya 29 ي y 
 
15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya    
 
 
2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ◌ Fatḥah a 
 ِ◌ Kasrah i 
 ُ◌ Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي  ◌َ Fatḥah dan ya ai 
و   ◌َ Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
فیك= kaifa,  
لوھ      = haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ َا Fatḥah dan alif atau ya ā 
 ِي Kasrah dan ya ī 
 ُو Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
 َلَاق= qāla 
يَمَر= ramā 
  َلِْیق= qīla 
 ُلْوَقی= yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ُةَضْوَرْلاَفْطَْلاا : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ُةَنْـيِدَمْلاَْةرَّوَـنُمْلا : al-Madīnah al-Munawwarah/  
 al-Madīnatul Munawwarah   
  ْةَحَْلط : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
 
 
 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Bumi beserta isinya adalah untuk manusia maka, seluruh ciptaan Allah 
SWT, di muka bumi ini tentu semua bermanfaat, tergantung dari sisi mana yang 
dimanfaatkan atau menurut keperluan yang dibutuhkan oleh manusia. Air mineral 
adalah kebutuhan yang sangat vital bagi manusia, selain sebagai sumber mineral 
dan kehidupan juga sebagai alat bermanfaat untuk bersuci. Begitu pula dengan 
hewan, misalnya  ayam selain, daging dan telurnya menjadi sumber protein yang 
dibutuhkan bagi tubuh, kotorannya juga bermanfaat untuk kebutuhan 
pertanian/tanaman dan bunga sebagai pupuk alami. Begitu pula dengan sapi, yang 
dapat dimanfaatkan mulai dari dagingnya hingga kotorannya. 
Berbagai ciptaan Allah. mulai dari yang kecil dan besar, tumbuhan, 
hewan, makhluk laut dan semua jenis serangga telah ada nilai manfaatnya 
tersendiri. Hukum pemanfaatannya ada yang halal, juga ada yang haram, da nada 
yang halal serta haram untuk diperjualbelikan. Semua konsekuensi halal dan 
haram tentu ada hikmah tersendiri.1 Tidak ada ciptaan Allah SWT. yang sia-sia, 
meski tidak diketahui nilai manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan, semua itu 
kembali kepada prinsip dasar bahwa apa saja ciptaan-Nya adalah bermanfaat bagi 
manusia.2 
1 Yusuf Qardhawy, Halal Haram dalam Islam, (terj. Abu Sa’id  al-Falahi, Aumur Rafiq 
Shaleh Tamhid), (Surakarta: Intermedia, 2003), hlm. 69 
2Ibid.,hlm. 70  
                                                          
Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan 
rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 3 Dalam kerangka itulah manusia 
diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan 
kehidupannya.Manusia sebagai khalifah fi al-ardh harus kreatif, inovatif, kerja 
keras, dan berjuang.Bukan  semata-mata untuk hidup saja, tetapi hidup untuk 
perjuangan dalam melaksanakan segala amanat Allah, yang pada hakikatnya 
untuk kemaslahatan manusia itu juga.4 
Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan 
jasa.Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. 
Namun, persoalannya adalah usaha atau cara yang dilakukan manusia  itu 
haruslah berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan syariat.  Sudah tentu, sekarang dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan 
model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesainnya dari sisi hukum 
Islam.di antaranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum fikih.5 
Mengenai persoalan halal dan haram dalam konsep jual beli, dapat 
dipegangi hukum dasar bahwa hal itudiperbolehkan selama tidak ada 
larangannya.Ini sesuai dengan kaidah umum dalam fikih yang berlaku khusus 
dalam hal mu’amalah, yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan segala 
aktivitas mu’amalah. Kaidah tersebut adalah : 
3Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke  Praktik, (Jakarta : Gema 
Insani Press, 2001), cet-I, hlm. 169 
4A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-KAidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Mmamsalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), cet-I, hlm. 129 
5Ibid, hlm. 129 
                                                          
 ِفي ُلْصَلأا ِةَلَم اَعُمْلا اَهِِْيمرَْتح َىلَع ٌلِْيلَد َّل َُدي َْنأ َّلاِإ ُةَحَابِلإا ˿ 
“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya.” 
 
Berdasarkan kaidah di atas, maka setiap individu yang melakukan kegiatan 
mu’amalah terutama dalam hal transaksi jual beli, selalu harus memperhatikan 
transaksi jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam agama. 
Kemudian terdapat juga hal-hal lain yang secara tegas diharamkan, 
sehingga karena wujudnya (‘ain)-nya haram, maka haram pula untuk 
diperjualbelikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Rasulullah 
sallahhu’alaihi wasalam.: 
 ِحْتَفْلا َماَع ُلوُقَـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َع
َِسم ُهََّنأ اَمُه ْـنَع ُهَّللا َيِضَر ِهَّللاِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع
 َموُحُش َتَْيَأَرأ ِهَّللا َلوُسَر َاي َليِقَف ِماَنْصَْلأاَو ِرِيزِْنْلخاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرَْمْلخا َعْيَـب َمَّرَح ُهَلوُسَرَو َهَّللا َّنِإ َةََّكِبم َوُهَو
 َلَاق َُّثم ٌمَارَح َوُه َلا : َلاَقَـف ؟ُساَّنلا َاِبه ُحِبْصَتْسَيَو ُدوُُلْلجا َاِبه ُنَهُْديَو ُنُفُّسلا َاِبه ىَلُْطي اَهـَّنَِإف ِةَتْيَمْلا
 ُهوُعَاب َُّثم ُهوَُلَجم اَهَموُحُش َمَّرَح اَّمَل َهَّللا َّنِإ , َدوُهَـيْلا ُهَّللا َلَتاَقكِلَذ َدْنِع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر
 ُهَّللا َيِضَر ًارِباَج ُتْعَِسم ٌءَاطَع ََّليِإ َبَتَك ُدِيَزي اَنَـث َّدَح ِديِمَْلحا ُدْبَع اَنَـث َّدَح ٍمِصاَع ُوَبأ َلَاق ُهََنَثم اوُلَكََأف
(هيلع قفتم هاور) . َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ُهْنَع̀ 
Artinya : Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat 
Beliau di Makkah: "Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, 
bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) 
karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau 
meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan 
bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian 
saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga 
6Ibid. hlm. 52 
7 Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan), (Bandung: 
Diponegoro 1996), hlm. 159.  
                                                          
Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak 
hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual 
belikannya dan memakan uang jual belinya”. (Muttafaq ‘Alaih) 
 
Dalam pandangan Mazhab Syafi’i, jual beli haruslah sesuatu yang jelas 
bentuknya (dapat dilihat) dan harus pula memenuhi syarat suci.8Diterangkan lagi, 
sah menjual benda suci, namun tidak sah menjual barang yang najis seperti tuak, 
demikian pula barang terkena najis seperti minyak yang terkena najis dan barang 
semacamnya yaitu berupa barang yang tidak mungkin mensucikannya. 9 Tidak 
hanya Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Hanbali, juga tidak membenarkan 
menjual kotoran, dan dianggap sebagai najis.10Hal ini sesuai hadits yang dikutip 
dari Sunan An_Nasai’, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.bersabda: 
 تدجوف ،راجحأ ةثلاثب هيتآ نأ نيرمأو ،طئاغلا ملسو هيلع اللها ىلص بينلا ىتأ : لوقي ،اللهادبع نع
 ذخأف ،ملسو هيلعهللا ىلص بينلا نبه تيتأف ،ةثور تذخأف ،هدجأ ملف ،ثلاثلا تسمتلاو ،نيرجح
ىراخبلا هاور) سكر هذه ،لاقو ،ةثورلا ىقلأو نيرجلحا(ÎÎ 
 
Artinya: Dari Abdullah ra, ia berkata, “Ketika Nabi SAW, buang hajat, 
beliauberkata, ‘Bawakan Aku tiga batu’, aku menemukan dua batu dan 
sebuahkotorankeledai. Lalu beliau megambil dua batu itu dan 
membuang kotoran tadi, lalu berkata:“(Kotoran) itu adalah najis”. 
(H.R. Bukhari). 
8Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i, Fat-Hul Qarib, 
(ter. Imron Abu Umar), (Jakarta: Menara Kudus, 1982), hlm. 229. 
9Ibid.,hlm. 231. 
10Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 
(terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 372. Jaih Mubarak, Fiqih 
Kontemporer dalam Bidang Peternakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 46. 
11Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (terj. Zainuddin Hamidy, dkk),  (Jakarta: Bumi Restu, 
1992), Cet 13, hlm. 21. 
                                                          
Merujuk kepada hadits Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, tentang 
kotoran hewan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kotoran dari setiap hewan 
hukumnya adalah najis. 
Imam Bashori as-Sayuthi, menyebutkan, najis adalah sesuatu yang datang 
dari dua jalan dalam tubuh, misalnya air kencing, kotoran manusia dan kotoran 
hewan. Disebutkan lagi, najis ini tidak boleh dibiarkan melekat atau menimpa 
salah satu anggota tubuh, bila terpecik, maka wajib membersihkannya, karena ia 
adalah najis, baik dengan berwudhu, mandi atau tayammum.12Dari keterangan ini 
dapat dipahami bahwa, setiap kotoran yang keluar dari kloaka 13hewan adalah 
najis. 
Berdasarkan pada konsep jual beli, barang najis menurut syara’ adalah 
hukumnya haram untuk diperjualbelikan apalagi untuk dikonsumsi.Hendi Suhendi 
menyatakan bahwa sesuai dengan ketetapan hukum jual beli, harus memenuhi 
syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang dibenarkan syara’.Apabila 
syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi (misalnya terdapat benda najis), berarti 
tidak sesuai dengan kehendak syari’at.14Inilah diantara gambaran tentang konsep 
najis dan jual beli dalam  pandangan fikih. 
Sedangkan apabila dilihat dari dimensi muamalahnya, praktik jual beli 
kotoran hewan ini pada satu sisi tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan (dalam 
fikih),  sedangkan di sisi lain (kotoran hewan) ini dipandang dengan konsep 
berbeda, yakni dibolehkan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh 
12Imam Bashori As Sayuthi, Bimbingan Ibadah, (Surabaya: Mitra Umat, 1998), hlm. 10. 
13Kloaka merupakan bagian akhir alat pencernaan makanan tempat bermuaranya saluran 
kencing dan saluran reproduksi (terdapat pada hewan vertebrata, amfibi, dan unggas) 
14Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69 
                                                          
manusia, sesuai dengan syarat ma’qud ‘alaih (objek yang diperjulabelikan) 
yaitumemiliki nilai manfaat pada  objek yang diperjulabelikan , walaupun 
manfaatnya pada masa yang akan datang. 15 Hal ini juga sesuai dengan 
konsepIjarah bi al-Amal, di mana objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat di 
ambil manfatnya dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan. 
Berdasarkan hasil pengamatan sementara, terdapat beberapa praktik jual 
beli kotoran hewan (ayam dan sapi) yang tersebar pada beberapa Kecamatan di 
Aceh Besar. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang warga gampong 
Mireuk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang 
membeli kotoran ayam untuk keperluan pertanian pada dua tahun yang lalu. 
Kotoran tersebut diperoleh (dibeli) dari salah seorang warga Gampong Ladong, 
Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang disebut-sebut telah dikenal 
sebagai agen penjualan kotoran ayam.  
Dalam praktiknya, Ia (warga Gampong Miruek Lamreudeup) membeli 
kotoran tersebut sebanyak 100 karung yang diantar dengan DumpTruck, harga 
dari kotoran ayam tersebut perkarungnya Rp 10.000-‘. Menurut informasi yang 
diperoleh, umumnya kotoran ayam yang dijual oleh agen tersebut untuk dikirim 
ke daerah pertanian Brastagi  dan praktik tersebut masih dilakukan sampai 
sekarang dengan alasan untuk digunakan dalam pertanian. 16 Kasus lain, di 
Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, diperoleh informasi berbeda seperti kasus 
di atas.Berdasarkan hasil wawancara sementara, dijelaskan bahwa, pada 
15Yusuf Al-Qardhawi, Halal wa al-Haram fi al-Islam, diterjemahkan Tim Penerbit Jaba 
(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 61 
16Wawancara dengan Zainuddin sebagai pembeli kotoran ayam, tanggal 2 Mei 2017 
Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. 
 
                                                          
kecamatan ini lebih dikenal jual beli kotoran sapi, jarang diperjualbelikan kotoran 
ayam. Dari berbagai informasi yang diperoleh, praktik jual beli kotoran ternak ini 
sebenarnya tidak hanya ada di dua wilayah itu, akan tetapi di Kecamatan 
Baitussalam, Kuta Baro dan Blang Bintang serta seputaran wilayah Aceh Besar, 
praktik jual beli kotoran sapi sudah sering terjadi.17Khusus untuk Aceh Besar, 
praktik jual beli kotoran ternak sudah menjadi hal lumrah mengingat kebutuhan 
terhadap kotoran ternak semakin meningkat. 
Dalam kasus seperti ini, bisa dilihat bahwa praktik jual beli kotoran hewan 
ternak (ayam dan sapi) tersebut nyata adanya. Apabila dilihat dari segi 
pemahaman masyarakat mengenai hukum jual beli kotoran hewan tersebut, 
sebagian dari masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam memahami 
hukum praktik jual beli kotoran hewan dalam pandangan Islam, dan sebagiannya 
lagi menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum praktik jual beli kotoran 
hewan tersebut akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli kotoran hewan 
yaitu dengan sistem membayar/memberi uang atas jasa agen yang mereka 
gunakan. 
 Setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan membahas masalah ini; 
Pertama, tanpa disadari semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan 
kotoran hewan untuk keperluan pertanian dan perkebunan serta tanaman, sehingga 
banyak pula kotoran hewan yang diperjualbelikan, misalnya pada beberapa 
Kecamatan di Aceh Besar, seperti di Kecamatan Masjid Raya, Simpang Tiga, 
Mireuk Lamreudeup, Baitussalam, Kuta Baro dan Blang Bintang. Kotoran ayam 
17Wawancara dengan Abu Bakar Masyarakat Gampong Simpang Tiga, Kabupaten Aceh 
Besar, pada tanggal 3 Mei 2017. 
 
                                                          
ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dihindari sehingga banyak pula 
yang berhasrat untuk mengumpulkan dan menjualnya atau hanya mengambil 
keuntungannya saja, dan hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan 
hukumnya karena objeknya merupakan jual beli kotoran hewan yang merupakan 
benda najis. Akan berbeda, keadaan hukumnya apabila kotoran hewan tersebut 
digunakan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya, ini sesuai dengan konsep 
Ijarah bi al-Amal. 
 Kedua, sebagai muslim tentu kita dalam Islam dituntut untuk selalu 
menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik pula. 
Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim 
haruslah menjaga diri dari berbagai jalan/cara memperoleh harta itu, yakni untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri. 
Atas dasar itu, agar persoalan ini jelas dimensi hukum Islam, maka 
sangatlah pantas hal ini diangkat dalam sebuah penelitian, sehingga titik terang 
masalah ini menjadi khazanah terhadap ilmu pengetahuan dan hukum Islam. 
Berdasarkan pembahasan di atas, masalah tersebut akan dikaji lebih dalam, 
pada sebuah skripsi yang diberi judul “Praktik JualBeliKotoran Hewan di 
Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah bi al-Amal”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 
maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.2.1. Bagaimana praktik jual beli kotoran hewan di kabupaten Aceh Besar? 
1.2.2. Bagaimana ketentuan hukum jual beli kotoran hewan menurut akad 
Ijarah bi al-Amal? 
1.3. Tujuan Penulisan 
 Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1.3.1. Mengetahui praktik jual beli kotoran hewan di kabupaten Aceh Besar. 
1.3.1. Mengetahui ketentuan hukum jual beli kotoran hewan menurut akad 
Ijarah bi al-Amal. 
1.4. Kajian Pustaka 
Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat satu kajian 
yang membahas tentang hal yang sama dengan yang penulis teliti, akan tetapi  
adaperbedaan, yaitu dari segi konsep yang digunakan dan objeknya. Penelitian 
tersebut ditulis oleh Rohana Putri dari Universits Islam Negeri Ar-Raniry dengan 
judul “Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada 
Penjual Tanaman Hias di Kota Banda Aceh)”. Perbedaannya adalah pada daerah 
objek penelitian, dimana penulis mengambil sample di kabupaten Aceh Besar 
sedangkan pada karya ilmiah yang disebutkan di atas yaitu di kota Banda Aceh. 
Perbedaan lainnya adalah bahwa fokus kajian penulis yaitu pada praktik jual beli 
kotoran hewan yang belum tercampur apapun, atau bahan baku utamanya. 
Persamaannya adalah terletak pada kesamaan konsep yang digunakan yaitu ijarah 
bi al-Amal. 
Namun terdapat juga beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian 
yang penulis lakukan, diantaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Lina Nur Maya 
dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Konsep JualBeli 
Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang 
Diperjualbelikan)”.Dalam skripsi ini pembahasannya mengenai pemikiran Sayyid 
Sabiq tentang objek jualbeli yang harus suci agar jual beli tersebut menjadi sah 
sesuai hukum Islam.  
 Skripsi lainnya yang ditulis oleh Rizki Mulia Nanda, dari universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry dengan judul Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya 
Mall Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Akad Ijarah bi al-Amal. Persamaannya 
dengan skripsi yang penulis lakukan, yaitu terletak pada kesamaan konsep yang 
digunakan.Perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda. 
 
1.5. Penjelasan Istilah 
Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, penulis terlebih dahulu 
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga 
pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Berikut istilah-
istilahnya: 
1.5.1. Jualbeli 
Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran sesuatu secara mutlak. Kata 
al-bai’ dan asy-syiraa’ dalam bahasa Arab digunakan untu makana yang sama. 
Keduanya termasuk kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. 
Menurut terminologis syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta 
tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual 
dan pembeli, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang 
kepada orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.18 
 
1.5.2. Kotoran 
Pengertian kotoran sinonim dengan benda najis.Kotoran mengandung 
makna sesuatu yang telah mengandung unsur najis yang tidak diperbolehkan 
mendekatinya (memegang, memakan,meminum atau memperjualbelikannya) dan 
apabila kotoran terkena pada salah satu bagian tubuh maka harus dibersihkan. 
Sedangkan,benda najis (an-Najasaat) adalah bentuk plural dari najis, semua yang 
dianggap menjijikkan oleh orang yang bertabiat normal. Menurut Imam Al-
Ghazaly, benda najis adalah sesuatu yang dianggap tidak baik, kotoran itu haram 
karena keadaan zat benda itu sendiri.19Benda najis yang dimaksudkan dalam kajian 
ini adalah kotoran hewan berupa kotoran ayam dan kotoran sapi. 
 
1.5.3. Hewan 
Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah makhluk bernyawa yang 
mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, 
tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut, dan lainnya).20 
18Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta: al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 263. 
19Imam al-Ghazaly, Ihya Ulumuddin, hlm. 39. 
20https://kbbi.web.id/binatang/diakses pada 14 Desember 2017 
                                                          
Hewan yang dimaksudkan di sini ialah hewan yang dibenarkan syara’  
untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, dan dipelihara atau dengan kata lain merupakan 
hewan ternak seperti; sapi, unta, kambing, domba, ayam, bebek dan lainnya. 
 
1.5.4. Ijarah bi Al-Amal 
Istilah Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadl dalam Bahasa 
Indonesia adalah ganti dan upah. 21 Istilah Ijarah dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang 
setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam. 22 Konsep Ijarah bi al-amal 
berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, 
yaitu )ةراخٍا-رجا-رجًاي-رجا(  : Artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran. P22F23 
Nasrun Harun dalam bukunya fiqh muamalah, lafal al-ijarah dalam bahasa 
arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah nerupakan salah satu bentuk 
kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-
menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan jasa lain sebagainya.24 
1.6. Metode Penelitian 
21Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid IV. (terj.Nor Hasanuddin,dkk), (Jakarta: Pena, 2006), 
hlm. 203.  
22Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2003), hlm. 476. 
23 Mahmud Yunu, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan 
Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34.  
24Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 
228. 
                                                          
Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian 
yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. 
Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti 
dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 
nantinya. 25 Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses 
dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 
Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 
dengan fakta di lapangan.26 
 
 
1.6.1. Jenis Metode Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis. Secara operasional, definisi metode deskriptif analisis adalah 
dengan menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi untuk dapat 
dianalisa secara sistematis, aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena 
yang ada.27 
1.6.2. Metode Pengumpulan Data 
 Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dimaksud yaitu: 
25Mohd. Nazir, ,Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 63. 
26Pengertian metode penelitian kualitatif/dikses pada tanggal 30 juli 
2017/https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. 
27Mohd. Nazir, ,Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 63. 
                                                          
a. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data dengan 
mengadakan penelitian pada tempat yang ingin diteliti. Terdapat pembatasan 
masalah atau tempat penelitian yang ingin penulis teliti yakni tidak pada 
keseluruhan kabupaten Aceh Besar, akan tetapi hanya pada beberapa 
kecamatan di Aceh Besar, yaitu di kecamatan : 1) Masjid Raya, 2) 
Baitussalam, 3) Darussalam, 4) Kuta Baro, 5) Blang Bintang, 6) Krueng 
Barona Jaya, dan 7) Simpang Tiga. 
b. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal, artikel internet, majalah yang 
dapat dijadikan referensi untuk data sekunder skripsi ini terutama dalam 
penyusunan konsep dan teori-teori yang digunakan sebagai grand theory.Data 
kepustakaan ini diperlukan untuk memperkuat suatu argumen yang dipakai 
dalam tulisan ini. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview/wawancara, merupakan pertemuan antara saksi untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat ditemukan makna suatu 
topik tertentu.28Wawancara dimaksud dengan melakukan koordinasi kepada 
responden atau informan yang melakukan praktik jual beli kotoran hewan di 
beberapa lokasi sebagaimana yang ditentukan, yaitu sebanyak delapan orang. 
b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperkuat hasil temuan dalam penelitian ini, maka diperlukan juga teknik 
28Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alpabeta, 2015), hlm. 72. 
                                                          
dokumentasi untuk menampilkan beberapa gambar atau foto saat melakukan 
wawancara/interview dengan responden. 
1.6.4. Teknik Analisis Data 
 Setelah data yang dianggap perlu diklasifikasi dan dianalisis melalui 
metode riset kualitatif, langkah selanjutnya data dideskripsikan dan disajikan 
dalam bentuk naratif dokumentasi. Sehingga data penelitian dapat memberikan 
gambaran serta kesimpulan tentang masalah praktik jual-beli kotoran hewan di 
kabupaten Aceh Besar khususnya pada beberapa kecamatan di Aceh Besar. 
 Analisis dengan pendekatan kualitatif berkenaan dengan praktik jual-beli 
kotoran hewan yang diperoleh dari hasil di lapangan dan studi kepustakaan, 
diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan fokus analisis. Adapun 
langkah-langkah analisis data melalui: 
a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode dan 
keterangan, 
b. Mengumpulkan dan memilah-milah, mengklarifikasikan, dan membuat 
ikhtisar bacaan, 
c. Menemukan pola hubungan dan membuat temuan-temuan umum.29 
d. Reduksi data yaitu, data yang sudah terkumpul diolah untuk menemukan hal-
hal pokok terhadap teknik membaca mandiri melalui literasi indentifikasi,  
e. Display data yaitu membuat rangkuman temuan penelitian sehingga pola dan 
fokus pelaksanaan diketahui sehingga dapat diberi makna yang relevan 
dengan fokus penelitian, 
29Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 
hlm. 248 
                                                          
f. Verifikasi data yaitu melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah 
diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan terhadap 
pelaksanaan teknik membaca mandiri melalui pengajaran literasi.30 
Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan 
terhadap praktik  jual beli kotoran hewan dan di analisis dengan melihat pada 
konsepIjarah bi al-Amal. Keseluruhan analisis ini melalui pendekatan ilmu fikih 
dan pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh ulama yang mendukung dan 
menolaknya.  
1.7. Sistematika Pembahasan 
  Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi 
ini, maka sistematika pembahasannya dibagi dalam empat bab, yakni; 
 Bab satu, merupakan bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode 
Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 
 Bab dua merupakan bab landasan teoritis mengenai Jual Beli dan Ketentuan 
Benda Najis dalam Hukum Islam sebagai konsep pendukung atau dalil-dalil yang 
menjadi suatu komposisi dalam memperjelas suatu persoalan dalam pembahasan 
ini, yang meliputi; Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan 
Syarat Jual Beli, Ketentuan Benda Najis dalam Kosep Fikih, Pengertian dan Dasar 
HukumIjarah bi al-Amal, Rukun dan syarat Ijarah bi al-Amal,Berakhirnya akad 
Ijarah bi al-Amal, dan Perbedaan Jual Beli dengan Ijarah bi al-’Amal. 
30Ibid., hlm. 288. 
                                                          
 Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian yang penulis 
lakukan seperti; Profil Kabupaten Aceh Besar dan Wilayah Penelitian,Praktik 
JualBeli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besardan Ketentuan Hukum Jual Beli 
Kotoran Hewan Menurut Akad Ijarah bi al-‘Amal. 
  Bab keempat, yaitu merupakan bab Penutup yang berisi 
perumusanterakhirdarikeseluruhanisikaryailmiahinidalambentuk 
Kesimpulandaripembahasanpenelitian danSaran-saran 
sertaharapanpenulisatasterselesaikannyakaryailmiahini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB DUA 
JUAL BELI DAN KETENTUAN BENDA NAJIS DALAM HUKUM ISLAM 
 
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum JualBeli 
 
2.1.1. PengertianJualBeli 
Menurut etimologi, jual beli atau perdagangan berarti al-Ba’i, al-
Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surah 
Fathir ayat  29 : “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak 
akan rugi.”31 
Menurut terminologi,  jualbeli adalah pertukaran harta tertentu dengan 
harta lain yang berlandaskan saling ridha di antara penjual dan pembeli. 
Dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang 
lain dengan cara yang diperolehkan oleh syari’at.32 
Menurut Hanafiyah pengertian jualbeli al-Ba’i yaitu tukar-menukar 
harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui 
cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan 
Hanabilah, bahwa jualbeli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam 
bentuk pemindahan hak kepemilikan.33 
 
2.1.2. Dasar Hukum JualBeli  
Dasar hukum mengenai jualbeli disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an, 
Sunnah dan Ijma’ para ulama. Dalam al-Qur’an dapat ditemukan  dalam surah 
sebagai berikut: 
31Hendi Suhendi, FIQH MUAMALAH (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, 
Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, 
Etika Bisnis dan lain-lain), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet-IIV, hlm.67  
32Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 
2012), hlm. 4  
33Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta: al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 263. 
                                                          
 ًَةراَِتج َنوُكَت َْنأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْـيَـب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ َاي
 ْمُكْنِم ٍضَارَـت ْنَع ◌ۚ ْمُكَسُفْـَنأ اوُلُـتْقَـت َلاَو  ◌ۚاًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ˼˽ 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.Surah An-Nisa’-29) 
Adapun dalil sunnah antara lain hadis yang berasal dari Rifa’ah bin 
rafi’ r.a, bahwa Nabi pernah ditanyakan : 
Ada yang pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa 
sallam. 
 ُلَمَع  َلَاق ُبَيَْطأ ِبْسَكْلا ُّىَأ لأس ملسو هيلع اللها يلص بينلا نا هنع اللها يضر عفار نب ةعافر نع
 ٍعْيَـب ُّلَُكو ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ٍروُر ْـبَمÐÒ
 
Artinya : ‘Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling 
baik?’Beliaubersabda,“Pekerjaan seorang laki-laki dengan 
tangannya sendiri dan setiap jualbeli yang mabrur (diberkahi).” (HR. 
Ahmad 4: 141, Hasan lighoirihi) 
Sedangkan dari segi ijma’ ulama menyatakan bahwa jumhur ulama 
bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa 
Rasulullah hingga sekarang.36 
2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
34Departemen Agama, Qur’an dan Terjemahan, hlm. 122  
35Ibn Hajr al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, terj. Khalifaturrahman 
dan Haer Haeruddin, (Jakart : Gema Insani, 2013), hlm. 329 
36Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta: al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 264 
 
                                                          
Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yakni; 
Adanya orang-orang yang berakad  atau al- muta’aqidain  (penjual dan 
pembeli), shighat akad (lafal ijab dan kabul), adanya barang yang 
diperjualbelikan atau ma’kud alaih (objek akad), dan adanya nilai tukar 
pengganti barang (harga barang), yang akan dijelaskan sebagai berikut : 
1. Orang-orang yang berakad atau al-muta’aqidain (pembeli dan penjual) 
Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jualbeli itu 
harusmemenuhi syarat, yakni sebagai berikut : 
a. Berakal. Makna berakal disini adalah orang yang sadar akan perilaku atau 
perbuatannya baik secara fisik dan psikis. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
orang yang melakukan akad jualbeli itu harus telah baligh dan berakal. 
Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jualbelinya tidak sah, 
sekalipun telah mendapat izin dari walinya. 
b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang 
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan 
sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli 
barangnya sendiri, maka jualbelinya tidak sah.37 
2. Akad (ijab kabul) 
Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 
dikatakan sah apabila ijab dan kabul tidak dilakukan, sebab ijab dan kabul 
menunjukkan kerelaan (keridhaan). Tidak ada kata-kata khusus dalam 
37Abdul Rahman Ghazaly, dkk, FIQH MUAMALAT, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2015), cet-IV, hlm. 71-72  
                                                          
pelaksanaan ijab dan kabul, karena standar dalam transaksi adalah makna dan 
tujuan, bukan lafadz dan huruf.38 
Untuk itu, Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu 
sebagai berikut : 
a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 
b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku 
ini seharga Rp 20.000,-”, lalu pembeli menjawab: saya beli buku ini dengan 
harga Rp 20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual 
beli tidak sah. 
c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak 
yang melakukan jualbeli hadir dan membicarakan topik yang sama.39 
 
3. Barang yang diperjualbelikan atau ma’kud alaih (objek akad) 
Pada dasarnya benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan 
(ma’kud alaih) boleh apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. 
Maka daripada itu terdapat enam syarat benda yang menjadi barang yang 
diperjualbelikan (objek akad) yaitu sebagai berikut:40 
a. Benda Harus Suci 
Hal ini berdasarkan hadist riwayat Jabir r.a beliau mendengar Rasulullah 
sallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda, yang artinya : 
38Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 265 
39Abdul Rahman Ghazaly, dkk, FIQH MUAMALAT, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2015), cet-IV, hlm. 73-74 
40Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 267 
                                                          
 ِةَتْيَمْلا َموُحُش َتَْيَأَرأ ِهَّللا َلوُسَر َاي َليِقَف ِماَنْصَْلأاَو ِرِيزِْنْلخاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرَْمْلخا َعْيَـب َمَّرَح ُهَلوُسَرَو َهَّللا َّنِإ
 ُلوُسَر َلَاق َُّثم ٌمَارَح َوُه َلا : َلاَقَـف ؟ُساَّنلا َاِبه ُحِبْصَتْسَيَو ُدوُُلْلجا َاِبه ُنَهُْديَو ُنُفُّسلا َاِبه ىَلُْطي اَهـَّنَِإف
(هيلع قفتم هاور) .كِلَذ َدْنِع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا˽˺ 
Artinya :“Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan jualbeli khamar, 
bangkai, babi, dan patung.” Seorang bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu, dengan lemak bangkai yang biasa 
digunakan untuk melapisi papan perahu, untuk meminyaki kulit-kulit, 
dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar lampu oleh manusia?” 
Rasulullah menjawab, “Tidak, hal itu diharamkan.”(Muttafaq ‘Alaih) 
  
Dhamir atau kata ganti dalam ucapan Rasulullah “hal itu diharamkan” 
diatas, menyatakan jual beli, dengan dalil bahwa jual beli yang dicela oleh 
Rasulullah dalam hadist adalah tradisi jual beli kaum Yahudi. Atas dasar 
tersebut, maka diperbolehkan mengambil manfaat dari lemak bangkai selai 
untuk diperjualbelikan, sepeti untuk minyak kulit, sebagai bahan bakar lampu 
penerangan dan keperluan lain selain untuk makan yang masuk ke dalam tubuh 
manusia.42 
Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab A’lamul Muwaqqi’in bahwa sabda 
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. ‘Haram’ dalam hadist  yang disebutkan 
tersebut memiliki dua penafsiran: pertama, semua perbuatan yang disebutkan di 
dalam hadis adalah haram, dan kedua, yang diharamkan hanyalah jualbeli, 
sekalipun pembeli membelinya untuk kepentingan tersebut. 
Sayyid Sabiq, memilih penafsiran tersebut karena Rasulullah sallallahu 
‘alaihi wa sallam. tidak menjelaskan tentang haramnya pemanfaatan bangkai 
41Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan), (Bandung: 
Diponegoro 1996), hlm. 159.  
42Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 268 
                                                          
hingga mereka menyebutkan kebutuhan mereka terhadap bangkai. Akan tetapi, 
beliau menjelaskan tentang haramnya memperjualbelikan bangkai, kemudian 
mereka mengatakan bahwa mereka menjualnya untuk penggunaan yang 
disebutkan dalam hadist. 
Kemudian Rasulullah. tidak memberikan keringanan dalam 
memperjualbelikan bangkai dan tidak pula mencegah untuk pemanfaatannya. 
Antara tidak bolehnya memperjualbelikan dan halalnya memanfaatkan tidak ada 
keterkaitan yang saling mengharuskan satu sama lain.  
Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. melanjutkan sabdanya, yang artinya: 
 ُدْبَع اَنَـث َّدَح ٍمِصاَع ُوَبأ َلَاق ُهََنَثم اوُلَكََأف ُهوُعَاب َُّثم ُهوَُلَجم اَهَموُحُش َمَّرَح اَّمَل َهَّللا َّنِإ , َدوُهَـيْلا ُهَّللا َلَتَاق
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ًارِباَج ُتْعَِسم ٌءَاطَع ََّليِإ َبَتَك ُدِيَزي اَنَـث َّدَح ِديِمَْلحا. 
هيلع قفتم هاور)(˽˼ 
Artinya : “Allah mengutuk orang-orang Yahudi, karena setelah Allah 
mengharamkan lemak bangkai atas mereka. Mereka melebur lemak 
tersebut kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” 
(Muttafaq ‘Alaih) 
Adapun yang menjadi sebab khamar, bangkai, dan babi diharamkan 
adalah semuanya benda najis menurut mayoritas ulama. Semua benda najis 
haram untuk diperjualbelikan.44 
Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang najis yang memiliki 
manfaat tersebut dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya. Mereka 
43Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan), (Bandung: 
Diponegoro 1996), hlm. 159. 
44Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 268. 
                                                          
berkata, “Dibolehkan menjual kotoran hewan dan sampai yang mengandung 
najis jika barang najis tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk 
tanaman dan bahan bakar tungku api.” 
Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadist dengan sanad shahih bahwa 
Ibnu Umar ra. Ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus. Ia 
menjawab. “Gunakanlah sebagai minyak penerangan dan minyak untuk 
memasak lauk-pauk”. 
Suatu hari, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Berjalan dan 
menemukan bangkai kambing milik Maimunah. Kemudian Beliau bersabda, 
“Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya untuk disamak kemudian 
kamu memanfaatkan?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kambing tersebut 
telah menjadi bangkai.” Beliau bersabda, “Yang diharamkan hanyalah 
memakannya.”(HR. Muslim) 45 
 
Pengertian hadist di atas dibolehkan memanfaatkan bngkai selain untuk 
makan. Selama memanfaatkan bangkai selain untuk makan diperbolehkan, maka 
menjualnya juga diperbolehkan selama untuk manfaat yang diperbolehkan 
syara’.46 
 
b. Benda Harus Bermanfaat 
Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik,Ular, Semut, atau binatang buas. 
Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk 
disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk 
45Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim 1, (Jakarta : Pustaka 
Azzam, 2007), hlm. 114 
46Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 269 
                                                          
permainan karena menurut syara’ tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat 
permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk 
meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan 
dilarang keras oleh agama.47 
c. Barang Milik Sendiri 
Barang haruslah milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain 
tanpa mendapat izin dari pemilik barang atau barang-barang yang baru akan 
menjadi miliknya.48 
d. Barang Dapat Diserahkan 
Barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan secara syariat. Sesuatu yang 
tidak mungkin diserahkan secara kongkret, maka tidak sah diperjualbelikan, 
seperti ikan di dalam air. 
Demikian juga dengan barang yang secara syariat tidak boleh diserahkan, 
seperti barang yang tergadaikan dan diwaqafkan. Semuanya tidak sah untuk 
diperjualbelikan. 
e. Barang dan Harga Harus Diketahui 
Barang dagangan dan harganya harus diketahui. Jika keduanya atau salah 
satunya tidak diketahui, maka jualbeli dianggap tidak sah, karena mengandung 
unsur penipuan (gharar).49 
c. Nilai tukar pengganti barang (Harga Barang) 
47Ibnu mas’ud, Fiqih madzhab syafi’I (Buku 2). hlm. 29 
48Hendi Suhendi, FIQH MUAMALAH (Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, 
Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank, dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Nudayanah, Koperasi, 
Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain), (Jakarta : Rajawali Pers,2011), cet-VII, hlm. 73 
49Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 276 
                                                          
Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar  dari barang 
yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). 
Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu : 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar 
kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas. 
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka 
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh 
syara’, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai 
menurut syara’.50 
2.3. Ketentuan Benda Najis dalam Pandangan Fikih 
Menurut bahasa najis berasal dari bahasa arab yaitu(سجن) yang artinya 
kotor. Menurut istilah najis adalah setiap kotoran yang mencegah sahnya shalat, 
dalam keadaan tidak ada rukhsah (keringanan).51 
 
2.3.1.  Jenis-jenis Najis 
1. Najis Mughalazah (Najis Berat) 
Najis mughalazah adalah  najis yang termasuk hanya pada anjing dan babi. 
Apabila suatu benda terkena najis karena bersentuhan dengan anjing dan babi, 
yang salah satunya basah, maka benda itu hanya bisa disucikan dengan cara 
50Abdul Rahman Ghazaly, dkk, FIQH MUAMALAT, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2015), cet-IV, hlm. 76-77 
51Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Tentang Islam,(Jakarta : Pustaka 
Amani1995),hlm.95. 
                                                          
dicuci tujuh kali dengan air yang salah satu di antaranya dicampurkan dengan 
debu yang suci secara merata pada seluruh tempat yang terkena najis.52 
2. Najis Mutawasitah (Najis Sedang) 
Najis mutawasitah adalah semua najis selain anjing dan babi. Jika najis ini 
berupa najis ‘aniyah (najis yang dapat diketahui dengan menggunakan salah satu 
indera), maka menghilangkan zat najis tersebut adalah wajib. 53 Najis ini 
berdasarkan hadist Rasulullah sallahhu’alaihi wasalam. 
 ُتْدَجَوَـف ٍراَجْحَأ َِةثَلاَِثب ُهَِيتآ َْنأ ِنيَرَمََأف َطِئاَغْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُِّبيَّنلا ىََتأ ُلوُقَـي ِهَّللا َدْبَع ْنَع
 ََةثْوَّرلا ىَقَْلأَو ِنْيَرَجَْلحا َذَخََأف َاِبه ُهُتْيَـَتَأف ًَةثْوَر ُتْذَخََأف ُهْدِجَأ ْمَلَـف َثِلاَّثلا ُتْسَمَتْلاَو ِنْيَرَجَح هاور)
(ىراخبلا˾˽ 
 
Artinya : “Dari 'Abdullah berkata,"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi ke 
WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan tiga buah batu. 
Aku hanya mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang 
ketiga, namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun 
mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu 
aku bahwa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil dua 
batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut 
seraya bersabda: "Ini najis." (HR.Bukhari)  
 
3. Najis Mukhaffafah (Najis Ringan) 
Najis mukhaffafah adalah najis yang mendapat toleransi dari syara’ 
sehingga tidak wajib dihilangkan dengan cara dicuci pada bagian yang terkena 
naijs.55 
52Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I Jilid I, (ter.Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), 
(Jakarta:Almahira,2010), hlm. 105-107 
53Ibid. hlm. 107 
54Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari , (terj. Amiruddin, Lc), 
(Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), cet-IV, hlm. 75. 
                                                          
2.3.2. Macam-macam Benda Najis 
a. Bangkai, adalah binatang yang mati tanpa proses sembelih yang telah diatur 
oleh syariat. Termasuk kategori ini adalah bagian tubuh binatang yang 
terpotong dari binatang yang masih hidup. Terdapat pengecualiaan terhadap 
beberapa bangkai, seperti: bangkai ikan, belalang, tulang, tanduk, kuku, 
rambut, kulit bangkai (yang telah disamak),  dan bangkai binatang yang 
tidak berdarah mengalir yakni semut, lebah, dan sejenisnya. 
b. Darah, baik darah yang mengalir, seperti keluar dari leher binatang saat 
disembelih atau darah haid. 
c. Daging babi, Allah berfirman, yang artinya: “Katakanlah tidak aku dapati 
dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi 
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah 
yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu najis”. 
(Al-An’am:145)  
d. Muntah, kencing, dan kotoran manusia, Tiga jenis ini adalah najis. Hanya 
saja, kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apa pun 
keculi ASI, membersihkannya cukup dengan memercikkannya dengan air. 
e. Wadi,cairan ini najis. Berdasarkan dari Aisyah r.a. berkata, “Wadi keluar 
setelah kencing. Karena itu kemaluan dibersihkan, lalu cukup wudhu dan 
tidak perlu mandi”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir) 
55Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I Jilid I, (ter.Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), 
(Jakarta:Almahira,2010), hlm. 108 
                                                                                                                                                               
f. Madzi, yaitu cairan bening dan lengket, keluar ketika memikirkan hubungan 
dengan suami-istri. Madzi ini najis. Jika terkena badan harus dibersihkan 
betul-betul, dan jika terkena pakaian cukup dipercikkan dengan air. 
g. Mani, beberapa ulama mengatakan mani itu najis. Tapi pendapat yang 
dominan adalah bahwa mani itu tidak najis. 
h. Air kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, keduanya najis. 
Ibnu Mas’ud r.a. berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. Bersabda 
yang artinya:“Rasulullah sedang buang hajat dan aku disuruh mencarikan 
tiga batu kecil. Aku dapat dua batu. Aku cari-cari lagi. Tapi tidak 
menemukan batu yang ketiga. Lalu kuambil kotoran binatang, dan 
kuberikan kepada beliau. Beliau mengambil dua batu dan membuang 
kotoran binatang itu, dan bersabda, 
 ٌسِْكر اَذَه 
  “Ini Najis”. (HR. Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibu Khuzaimah) 
Adapun kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, 
menurut pendapat Malik, Ahmad, dan sejumlah ulama Mazhab Syafi’i, 
kencing dan kotoran hewan tersebut suci. 
i. Binatang jalalah, adalah binatang yang memakan kotoran, hingga berubah 
baunya. Baik itu unta, sapi, kambing, ayam dan  binatang lain. Jika ia 
dijauhkan memakan kotoran selama beberapa waktu, lalu diberi makanan 
yang semestinya, hingga baunya kembali normal, maka binatang itu sudah 
tidak termasuk jalalah dan tidak dihukumi najis. 
j. Khamar, kebanyakan ulama berpendapat bahwa khamar adalah najis. Hal 
ini berdasarkanfirman Allah, “Sesungguhnya Khamar, berjudi, berkorban 
untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah najis yang termasuk 
perbuata setan”. (Al-Maidah: 90) 
Akan tetapi, sekelompok ulama berpendapat bahwa khamar itu suci. 
Mereka memahami kalimat najis dalam ayat di atas sebagai najis maknawi 
karena lafadz najis dalam ayat berkedudukan sebagai khabar dari al-khamr 
dan tiga hal yang disebutkan setelah al-khamr. Ketiga hal tersebut tidak 
mungkin disifati dengan najis hissi.56 
k. Anjing, itu adalah najis. Segala sesuatu yang dijilatnya harus dicuci tujuh 
kali dengan air dan satu diantaranya dicampur dengan tanah.57 
 
2.4. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah bi al-Amal 
2.4.1. Pengertian Ijarah bi al-Amal 
Istilah Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadl dalam 
Bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.58 Istilah Ijarah dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada 
seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.59Konsep Ijarah bi 
56Najis dibagi dua, pertama : Najis hissi seperti kotoran, kencing, daging babi, dan lain-
lain. Apabila terkena najis ini wajib membersihkannya. Keduia, najis maknawi seperti berhala, 
orang kafir, alcohol, dan lainnya. Apabila terkena najis ini, maka tidak wajib membersihkan diri 
untuk menghilangkannya. 
57Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 1, (Penj. Asep Sobari, dkk),  (Jakarta : al-
I’tishom, 2012), cet-IV, hlm. 11-20 
58Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid IV. (terj.Nor Hasanuddin,dkk), (Jakarta: Pena, 2006), 
hlm. 203.  
59Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2003), hlm. 476. 
                                                          
al-amal berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari 
Bahasa Arab, yaitu (ةراخٍا-رجا-رجًاي-رجا): Artinya: membalas, upah, sewa, atau 
ganjaran. P59 F60 
Menurut fatwa Dewan Syariáh Nasional, Ijarah  adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri.61 
Ijarah adalah membolehkan penyewa dengan persetujuan kedua belah 
pihak. 62 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ijarah  
merupakan suatu akad tukar-menukar sesuatu barang atau jasa dengan imbalan 
yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi 
Ijarahdilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan 
perpindahan kepemilikan (hak milik).  
 
2.4.2.  Dasar Hukum Ijarah bi Al-Amal 
Menurut pandangan Islam asal hukum ijarah bi al-amal adalah mubah 
(boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
60 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan 
Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34.  
61Adiwaran A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2007), hlm. 138. 
62Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam di Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI), 
Takaful dan Pasar Modal Syariáh) di Indonesia,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 
38. 
                                                          
syariát. 63 Bolehnya hukum ijarah bi al-amal tersebut berorientasi pada 
beberapaayat al-Quran dan Hadits Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.  
a. Dalil al-Qur’an 
Mengenai dasar hukum tentang ijarah terdapat dalam surah al-Baqarah  
ayat 233 : 
۞ ِْينَلِماَك ِْينَلْوَح َّنُهَدَلاَْوأ َنْعِضْرُـي ُتاَدِلاَوْلاَو  ◌ۖ َةَعاَضَّرلا َّمُِتي ْنَأ َدَاَرأ ْنَمِل  ◌ۚ َّنُهُـقِْزر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُهُـتَوْسَِكو ◌ۚ اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَـن ُفَّلَكُت َلا  ◌ۚ ِهِدَلَوِب ُهَل ٌدوُلْوَم َلاَو اَهِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت َلا  ◌ۚ ىَلَعَو 
 َكِل َٰذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ◌ۗ اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَمُه ْـنِم ٍضَارَـت ْنَع ًلااَصِف اَدَاَرأ ْنَِإف  ◌ۗ اوُعِضْرَـتْسَت ْنَأ ُْتمْدََرأ ْنِإَو 
 ِفوُرْعَمْلِاب ْمُتْيَـتآ اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمَُكدَلاَْوأ ◌ۗ ٌيرِصَب َنوُلَمْعَـت َاِبم َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو َهَّللا اوُقـَّتاَو 
)۲۳۳(  
Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah; 233) 
  
Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban 
seseorang dalam memberi hak upah atas jerih payah yang dikerjakan 
seseorang untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan 
mengeluarkan keringat, sehingga sudah sepatutnya memberikan upah sesuai 
dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja. Hal ini dapat menjadi 
63Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.  
                                                          
contoh kasus akad ijarah bi al-amal dimana seseorang memberikan upah bagi 
seorang ibu persusuan (rida’) yang menyusui anaknya. 
 
 
 
b. Hadis Rasulullah  sallallahu ‘alaihi wa sallam.  
    .ةقرع فيج نأ لبق هرجأ يرجلأا اوطعأ ملس و هيلع اللها ىلص اللها لوسر لاق رمع نب اللها دبع نع
.(ةجام نبإ هاور)64 
Artinya: “Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah 
SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu 
pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).  
Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam islam 
hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan 
yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu 
kezaliman. 
Persoalan agama dalam ijarah juga dapat  dijadikan penentu dibolehkan 
atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Ketika melakukan hijrah dari 
Mekkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk 
menjadi petunjuk jalan. Hal ini diceritakan Aisyah sebagai berikut:  
 ىلص اللها لوسر رجأتساو : تلاق ملس و هيلع اللها ىلص بينلا جوز اهنع اللها يضر ةشئاع نع
 هيلإ اعفدف شيرق رافك نيد ىلع وهو اتيرخ ايد اه ليدلا نيب نم لاجر ركب وبأو هيلع اللها
(ىراخبلا هاور) ثلاث حبص امهيتلحارب اهماتأف لايل ثلاث دعب روث راغ هدعاوو امهيتلحار65 
64Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), 
hlm. 392. 
65Iman Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, juz 3, (Dar al-Kutub al-ílmiyah, 1992), hlm. 67. 
                                                          
Artinya: “Dari Aisyah r.a. isteri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah dan Abu 
Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai 
peunjuk jalan, sementara ia adlaah salah seorang kafir Quraisy. 
Nabi dan Abu Bakar menerahkan kendaraan mereka kepadanya 
(untuk dibawa) dan berjanji berteu di gua Tsur tiga hari kemudian. 
Laki-laki tersebut datang membawa kaendaraan keduanya pada 
subuh hari ketiga”. (H.R Al-Bukhari).  
Dalam kandungan hadits di atas, menjelaskan setiap pekerjaan atau 
pertolongan yang diberikan seseorang maka hendaklah memberi jerih payah 
atau ucapan terima kasih berupa upah yang seharusnya di terima oleh orang 
tersebut karena telah bertanggung jawab atas amanah yang ditinggalkan 
padanya, sehingga dia berhak menerima upah atau imbalan yang sewajarnya 
sesuai dengan tanggungjawab yang dia emban. 
Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama setiap masa sepakat 
bahwa ijarah hukumnya boleh. 66  Dapat disimpulkan bahwa Allah sangat 
menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rizki yang halal lagi 
baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah 
SWT.   
 
2.5. Rukun dan Syarat Ijarah bi al-Amal 
Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah terdiri dari tiga unsur, 
yaitu áqidain (mu’jir dan musta’jir), sighat akad (ijab dan kabul), dan ma’qud 
álaihi (ujrah dan manfaat).67 
 
2.5.1. Rukun Ijarah bi al-Amal 
66Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul al-Mahram (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang: PT. 
Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458.  
67Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 117. 
                                                          
1. Áqidain 
‘Aqid adalah pelaku akad yaitu mu’jir dan musta’jir.Mu’jir adalah pekerja 
atau orang yang memberikan jasa kepada orang yang memberikan 
pekerjaan.Mu’jir disebut juga sebagai ajir.Musta’jir adalah orang yang 
memberikan pekerjaan kepada pekerja (ajir). 
2. Sighat Akad 
Dalam pertukaran objek akad, ijarah sama dengan jual beli. Dimana 
persyaratan sighat dalam ijarah juga sama dengan jual beli. Secara umum, 
sighat ijarah(ijab dan qabul)diisyaratkan bersesuaian dan harus dalam satu 
majlis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah  
tidak sah bila ijab dan qabul tidak bersesuaian antara objek akad dan batas 
waktu.68Adanya ijab-qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa 
suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.69 
 
3. Ma’qud álaihi (manfaat dan ujrah) 
Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam ijarah  juga terdapat dua buah 
objek akad, yaitu manfaat atas pekerjaan yang dilakukan dan uang sewa atau 
upah. Objek akad tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat 
Barang yang diakadkan harus sesuai dengan yang dibolehkan dalam 
agama dan menurut kebiasaan yang memang dapat disewakan atau 
dimanfaatkan. 
68Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 42. 
69Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 195. 
                                                          
b. Upah atau imbalan 
Selain disebut ujrah, upah atau sewa dalam ijarah juga terkadang juga 
disebut dengan al-musta’jar fih  (هيف رجأتسملا) yaitu: harta yang diserahkan 
pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
dikehendaki akad ijarah.70Ada hak dan kewajiban yang menjadi dasar transaksi 
dalam ekonomi Islam semuanya harus berjalan dengan syari’at dan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadits yang telah diproses 
dengan baik oleh para ulama. Memberi pekerjaan harus dibarengi oleh upah 
yang sesuai, tiada yang merasa dirugikan secara sepihak.  
 
2.5.2. Syarat Ijarah bi al-Amal 
1. Áqidain 
Pelaku akad ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Berakal 
Sesuai dengan syarat berakal ini, maka tidak sah akad ijarah yang dilakukan 
oleh orang gila dan kanak-kanak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang 
menyewakan, sebagaimana tidak sah jual beli yang mereka lakukan. Agar akad 
tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, maka menurut 
Hanafiyah, pelakunya tidak dipersyaratkan telah balig. Oleh karena itu akad 
ijarah yang dilakukan anak-anak yang telah mumayyiz dan diizinkan walinya 
berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tetapi kalau pelakunya berada 
70Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 
hlm. 18.  
                                                          
dibawah pengampuan maka keabsahan akadnya itu tergantung dari wali 
pengampuan.71 
 
b. Kerelaan atau suka sama suka (ضارت نع) 
Akad ijarah dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli diisyaratkan kedua 
belah pihak melakukan akad tersebut secara suka atau rela, terbebas dari paksaan 
dari pihak manapun. Konsekuensinya kalau akad tersebut dilakukan atas 
paksaan maka akad tersebut tidak sah.dengan kata lain termasuk dalam akad 
yang fasid.72 
c. Cakap dalam melakukan tasarruf (mengendalikan harta) 
Kedua belah pihak yang melakukan akad harus mursyid dalam menjalankan 
kerja samaijarah.  
 
2. Sighat Akad  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 
1) Perbuatan tersebut harus memiliki kejelasan batas waktum misalnya bekerja 
menjaga rumah satu malam atas beberapa hari dan jelas jenis pekerjaannya 
seperti, memasak, mencuci, dan sebagainya. 
2) Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah 
menjadi kewajiban pihak musta’jir sebelum berlangsung akad ijarah. 
Kewajiban yang dimaksud seperti, membayar hutang, mengembalikan 
pinjaman, menyusui anak, dan lainnya. 
71Abdul Azis Dahlan, Eksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 
hlm. 39. 
72Ibid, hlm. 260. 
                                                          
3) Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang fardhuarasmu’jir dan 
musta’jir sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa, dan lainnya. 
Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad 
jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya berbentuk anjing, 
babi, kulit bangkai, dan khamar, karena semua itu adalah benda najis.73 
 
3. Ma’qud ‘alaih (Manfaat dan Upah) 
a. Syarat dari objek akad ijarah (barang/manfaat), adalah sebagai berikut : 
1) Objek yang di ijarahkan dapat diserah terimakan baik manfaatataupun 
bendanya, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat 
diserahterimakan. 
2) Manfaat dan objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan 
agama, artinya benda yang di ijarahkan itu termasuk klasifikasi harta 
mutaqawwim. Seperti menyewa buku untuk dibaca, menyewa rumah 
untuk didiami. Atas dasar itu fuqaha’ sepakat menyatakan tidak 
melakukan ijarah terhadap perbuatan maksiat seperti menggaji 
seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir. 
3) Manfaat objek yang akad di ijarah harus diketahui sehingga 
perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua belah pihak terhadap 
objek akad itu sendiri juga sangat menentukan kerelaan kedua belah 
pihak. 
73Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: raja Grafindo, 2002), hlm 
186. 
                                                          
4) Jelas ukuran, untuk penentuan ukuran biasanya dipakai standard uang, 
ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter,dan sebagainya), bilangan 
(ekor untuk hewan, buah untuk benda dan lain sebagainya). 
5) Diketahui batas waktunya, awal  dan akhirnya. Penentuan bataswaktu 
ini biasanya mengikuti batasan waktu secara umum, seperti jam, hari, 
minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Imbalan terhadap benda yang 
disewa atau pekerjaan yang di upahkan harus ditentukan batas waktu. 
6) Perbuatan yang di ijarah bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan 
bagimu’ajir (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, 
puasa,dan sebagainya. Dengan kriteria ini menurut ulama Hanafiyah 
tidak sah mengupah seseorang untuk mengajar seseorang al-Qur’an dan 
ilmu pengetahuan, sebagaimana tidak sahnya mengupah seseorang 
untuk melakukan shalat dan puasa, karena seuanya itu merupakan 
fardhu ‘ain bagi semua orang (termasuk si pengupah). Tapi menurut 
ulama Syafi’iyah boleh mengupah orang yang mengajar al-Quran dan 
ilmu pengetahuan, sebab dalam hal itu yang terjadi adalah imbalan 
terhadap pekerjaan yang jelas. 
7) Manfaat yang di ijarah menurut kebiasaan memang dapat di ijarahkan. 
Seperti menyewa toko computer maka tidak boleh menyewakan pohon 
untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan. 
8) Pekerjaan yang diijarahkan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si 
pekerja. Oleh karena itu pada dasarnya tidak boleh memberi upah 
seseorang atas ketaatan yang dilakukannya.74 
 
b. Syarat upah dalam akad ijarah, adalah sebagai berikut : 
Dalam hal ini sahnya ijarah bi al-amal dengan adanya upah atau imbalan 
yang harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini:  
1) Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan 
syari’ah dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.  
2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat 
kebiasaan setempat kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak 
dilarang syara’. 
3) Perbuatan yang di ijarahkan bukan perbuatan yang fardhu atas mu’ajir 
(pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya.75 
 
2.6. Berakhirnya Akad Ijarah bi al-Amal 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya 
fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali 
bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.  
Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal sebagai berikut : 
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 
sebagainya. 
74Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III..., hlm. 206.  
75Ghufron A.Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, hlm. 185. 
                                                          
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
4) Terpenuhinya akad yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan 
dan selesainya pekerjaan. 
5) Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah salah satu pihak, seperti yang 
menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 
maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.76 
6) Wafat salah satu pihak yang berakad.77 
 
 
2.7. Perbedaan Jual Beli dengan Ijarah bi al-Amal 
Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, 
sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan 
kepemilikan seseorang. Perbedaan antara ijarah dan jual beli terletak pad objek 
transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah 
objek transaksinya adalah manfaat dari barang atau jasa. 
Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah suci atau mungkin 
untuk disucikan, sehingga tidak sah menjual benda-benda najis seperti, anjing, 
babi, dan lainnya. Dalam jual beli akadnya tidak sah apabila objek yang 
diakadkan adalah barang najis (yang tidak dibolehkan dalam nash), sedangkan 
dalam ijarah bi al-amal pemberian upah atas jasa pengangkutan kotoran hewan 
76Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul al-Maram (terj.Abi Fadhlu Ahmad), (Semarang: 
Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 122. 
77M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), hlm. 112. 
                                                          
dibolehkan, karena yang menjadi objek ijarah adalah tenaga pengangkutan atau 
jasa yang digunakan dan manfaat dari kotoran tersebut, bukan kotoran itu sendiri. 
Dalam pembayaran jual beli yaitu berupa uang dan perpindahan hak kepemilikan, 
sedangkan dalam akad ijarah bi al-amal pembayarannya yaitu berupa upah atas 
jasa yang digunakan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri.78 
 
 
 
 
 
 
BAB TIGA 
PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT AKAD IJARAH 
BI AL-AMAL 
 
3.1.Profil Kabupaten Aceh Besar dan Wilayah Penelitian 
3.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar 
a. Sejarah Kabupaten Aceh Besar 
Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari 
tiga kewedanaan yaitu : 
1. Kewedanaan Seulimum  
78Rohana Putri, Skripsi :Jual Beli Pupuk kandang Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus 
Pada Penjual Tanaman Hias di Kota Banda Aceh), (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2016), hlm. 36-37 
                                                          
2. Kewedanaan Lhoknga  
3. Kewedanaan Sabang  
Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar 
disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga 
merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.  
Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin 
maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap 
kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan 
datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai 
dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri 
yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh.Usaha pemindahan tersebut belum 
berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian 
pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya 
mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan 
Seulimum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari 
Banda Aceh.  
Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang 
pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah 
Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman 
Janthoi di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh 
Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan 
Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan 
bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Aceh besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama "KOTA 
JANTHO". 
Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota 
terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi 
dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, 
dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 
1984.79 
b. Letak Geografis 
Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5º 2’– 5º,8’ Lintang 
Utara dan 95º80’ – 95º,88’ Bujur Timur.  Dengan luas wilayah 2,969,00 Km² 
mencakup 23 Kecamatan dan 604 Desa. 
Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar 
adalah : 
1. Sebelah Utara: Selat Malaka 
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya 
3. Sebelah Barat: Kabupaten Pidie 
4. Sebelah Timur: Samudera Indonesia. 
79http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/3/sejarah-kabupaten-aceh-besar/diakses 
pada tanggal 29 Desember 2017 
                                                          
 
c. Pembagian Administratif 
Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan di mana salah satunya berupa 
kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh. Jumlah desa keseluruhannya mencapai 
608 desa/kelurahan, yang mana termasuk desa-desa yang terdapat di kota Jantho. 
Table Jumlah Kecamatan dan Desa/Gampong di Kabupaten Aceh Besar.80 
No Kecamatan Jumlah Desa/Gampong 
1 Baitussalam 13  
2 Blang Bintang 26 
3 Darul Imarah 32 
4 Darul Kamal 14 
5 Darussalam  29 
6 Indrapuri 52 
7 Ingin Jaya 52 
8 Kota Jantho 14 
9 Krueng Barona Jaya  12 
10 Kuta Baro 47 
11 Kuta Cot Glie 32 
12 Kuta Malaka 15 
13 Lembah Seulawah 12 
14 Leupung 6 
80http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis.htm/diakses pada tanggal 29 
Desember 2017 
                                                          
15 Lhoknga 29 
16 Lhoong 26 
17 Mesjid Raya 13 
18 Montasik 40 
19 Peukan Bada 26 
20 Pulo Aceh 19 
22 Seulimeum 47 
23 Simpang Tiga 17 
24 Suka Makmur 35 
 
3.1.2. Wilayah Penelitian 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang telah 
penulis lakukan di beberapa Kecamatan Aceh Besar, bahwa praktik jual beli 
kotoran hewan tersebut telah biasa terjadi di seluruh wilayah kabupaten Aceh 
Besar maupun di Aceh secara umumnya. Penulis hanya mengambil sampling 
sebanyak 6 sampel yaitu di Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya, Gampong 
Lamasan kecamatan Baitussalam, Gampong Limpok Kecamatan Darussalam, 
Gampong Cot Iri Kecamatan Krueng Barona Jaya, Gampong Cot Hoho dan Cot 
Nambak Kecamatan Blang Bintang, dan Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta 
Baro. 
 
3.2.Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa 
praktik jual beli kotoran hewan (ayam dan sapi) yang tersebar pada beberapa 
Kecamatan di Aceh Besar. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang 
warga gampong Mireuk Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh 
Besar, yang membeli kotoran ayam untuk keperluan pertanian pada dua tahun 
yang lalu. Kotoran tersebut dibeli dari salah seorang warga Gampong Ladong, 
Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang disebut-sebut telah 
dikenal sebagai agen penjualan kotoran ayam dan di daerah tersebut merupakan 
kawasan perternakan ayam potong. Agen tersebut bukanlah peternak ayam, 
melainkan ia hanya bertugas untuk mencari dan mengumpulkan kotoran ayam 
yang dibutuhkan oleh pembeli. Lalu setelah ia mendapatkan kotoran ayam 
tersebut, maka barulah ia menghubungi si pembeli untuk melakukan transaksi 
jual beli kortoran itu.  
Pada  praktiknya, Pak Zainuddin warga Gampong Miruek Lamreudeup 
membeli kotoran tersebut sebanyak 100 karung yang diantar dengan Dump 
Truck, harga dari kotoran ayam tersebut perkarungnya Rp 10.000-‘. Menurut 
informasi yang diperoleh, umumnya kotoran ayam yang dijual oleh agen 
tersebut untuk dikirim ke daerah pertanian seperti di Brastagi, Takengon, dan 
tempat lain yang merupakan kawasan  pertanian. Praktik tersebut masih 
dilakukan sampai sekarang dengan alasan digunakan untuk keperluan pertanian 
dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.81 Dengan kata lain, bahwa si agen telah 
menjadikan kotoran ayam tersebut sebagai objek sampingan dalam mata 
pencahariannya dan mengabaikan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. 
81Wawancara dengan Bapak Zainuddin sebagai pembeli kotoran ayam, tanggal 2 Mei 
2017 Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. 
                                                          
Pada kasus lain di Kecamatan Blang Bintang gampong Cot Hoho dan Cot 
Nampak juga terdapat perternakan ayam potong yang sudah berkembang, salah 
satunya di gampong Cot Hoho. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 
lakukan, pemilik dari perternakan tersebut juga memberikan kotoran ayam 
miliknya kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan kotoran tersebut 
sebagai pupuk bagi perkebunan mereka seperti  di Radar (daerah Blang Bintang) 
dan di gampong Cot Nambak, dikarenakan adanya permintaan dari mereka. 
Pemilik perternakan tidak berniat menjual kotoran ayam miliknya, ia hanya 
memberikannya saja jika ada yang meminta, akan tetapi ia mendapat uang dari 
pemberian kotoran tersebut. Biasanya yang paling sering mengambil kotoran 
tersebut adalah masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di daerah Radar 
Balang Bintang, mereka umumnya mengambil kotoran ayam tersebut setiap dua 
bulan sekali, menggunakan mobil dump truck atau L300.Alasan dari pemilik 
peternakan memberikan kotoran tersebut, karena mereka tidak tahu harus di 
bawa kemana kotoran itu. Kesimpulan yang penulis dapatkan pada waktu 
melakukan wawancara dengan istri pemilik peternakan sekaligus pengurusnya, 
bahwa jika terdapat peluang mendapatkan uang dari pemberian kotoran ayam 
tersebut, maka dengan senang hati ia menerimanya, yang mengidentifikasikan 
bahwa ia mengiginkan pemasukan keuntungan dari pemberian kotoran ayam 
tersebut dan yang sangat disayangkan adalah ia kurang memahami tentang 
prinsip jual beli kotoran hewan dalam Islam dan ragu-ragu akan  ketentuan 
hukumnya.82 
82Wawancara dengan Ibuk Ranti istri pemilik peternakan ayam potong di Gampong Cot 
                                                          
Jika dilihat dari pandangan Islam, praktik tersebut sangat tidak benar, 
dikarenakan objek jual belinya adalah benda najis.Sedangkan dalam syarat-
syarat jual beli, objek yang diperjualbelikan atau benda yang diperjualbelikan 
haruslah suci. 
Hal ini berdasarkan hadist riwayat Jabir r.a bahwa Rasulullah sallahu 
‘alaihi wa sallam, bersabda: 
 ِحْتَفْلا َماَع ُلوُقَـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َع
َِسم ُهََّنأ اَمُه ْـنَع ُهَّللا َيِضَر ِهَّللاِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع
 َموُحُش َتَْيَأَرأ ِهَّللا َلوُسَر َاي َليِقَف ِماَنْصَْلأاَو ِرِيزِْنْلخاَو ِةَتْيَمْلاَو ِرَْمْلخا َعْيَـب َمَّرَح ُهَلوُسَرَو َهَّللا َّنِإ َةََّكِبم َوُهَو
 َلَاق َُّثم ٌمَارَح َوُه َلا : َلاَقَـف ؟ُساَّنلا َاِبه ُحِبْصَتْسَيَو ُدوُُلْلجا َاِبه ُنَهُْديَو ُنُفُّسلا َاِبه ىَلُْطي اَهـَّنَِإف ِةَتْيَمْلا
(هيلع قفتم هاور) .كِلَذ َدْنِع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر́˼ 
Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a. beliau mendengar Rasulullah SAW 
Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, 
babi, dan patung.” Seorang bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu, dengan lemak bangkai yang biasa 
digunakan untuk melapisi papan perahu, untuk meminyaki kulit-kulit, 
dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar lampu oleh 
manusia?”Rasulullah menjawab, “Tidak, hal itu 
diharamkan.”(Muttafaq ‘Alaih) 
Terdapat beberapa praktik jual beli kotoran hewan lainnya yang terjadi di 
masyarakat kabupaten Aceh Besar, yaitu di Gampong Cot Iri Kecamatan 
Krueng Barona Jaya, gampong Lam Asan Kecamatan Baitussalam, gampong 
Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, gampong Cot Hoho dan Gampong Cot 
Nambak Kecamatan Blang Bintang. Akan tetapi, masyarakatnya (penjual dan 
pembeli) ada sebagian yang telah memahami hukum jual beli kotoran hewan 
yaitu tidak dibolehkan dalam Islam dan terdapat sebagian masyarakat yang 
Hoho Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 07 Januari 2018 
83 Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan), (Bandung: 
Diponegoro 1996), hlm. 159. 
                                                                                                                                                               
masih ragu-ragu akan ketentuan hukumnya. Mereka pada saat melakukan 
transaksi yaitu menggunakan akad ijarah bi al-amal.Tetapi, mereka 
menyebutnya sebagai ongkos atau upah mengambil kotoran. Seperti pada 
praktik yang dilakukan oleh warga Cot Iri, di mana ada beberapa masyarakanya 
yang menjual tanaman bunga dan tumbuhan lain. Selain menjual bunga, mereka 
juga menjual pupuk.Seperti pupuk organik dan pupuk kandang. Harga dari 
pupuk organik adalah Rp 15.000-, per kantong plastic sedangkan pupuk 
kandang hanya Rp 5.000-,. Bahan baku dalam pembuatan pupuk organik adalah 
tumbuhan atau daun-daun yang telah mengering. Sedangkan bahan baku pupuk 
kandang adalah kotoran sapi, sekam padi, dan tanah. Mereka mengolah sendiri 
pupuk tersebut. Pada bahan baku utama pembuatan pupuk kandang, yaitu 
kotoran sapi, mereka membelinya di daerah Limpok, Babah Jurong, dan 
Lampermai. Mereka mengambil di daerah tersebut dikarenakan pada daerah itu 
banyak terdapat peternak sapi atau kandang sapi. Mereka membeli kotoran 
tersebut terkadang beberapa karung saja, dengan kisaran  harga per karungnya  
Rp 5.000-, sampai Rp 8.000-, dan terkadang mereka juga membelinya sebanyak 
satu mobil L300, dengan kisaran total biaya Rp 250.000-,.84 
Pada praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Limpok di 
Kecamatan Darussalam. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 
tersebut, peternak sapi di sana terkadang juga menjual kotoran sapi miliknya, 
akan tetapi mereka tidak melakukan praktik jual beli kotoran itu, melainkan 
hanya mengambil upah pengangkutan kotoran tersebut. Biasanya orang yang 
84Wawancara dengan Ibuk Nurmala dan Rasyidah, penjual tanaman hias di Gampong Cot 
Iri Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 04 Januari 2018 
                                                          
mengangkut kotoran tersebut bukanlah pemilik sapi melainkan pengurus sapi 
atau kerabat pemilik sapi.Di sini pemilik sapi menetapkan harga dalam 
pengambilan kotoran sapi tersebut, dimana nantinya hasil penjualan kotoran sapi 
itu, dibagi dengan pekerja atau pengurus sapi yang menjual kotoran sapi.Harga 
yang ditetapkan adalah Rp 15.000-, per karungnya. 
Biasanya pembeli yang membutuhkan kotoran sapi tersebut adalah 
mahasiswa pertanian Universitas Syiah Kuala dan masyarakat di daerak 
sekitar.Alasan mereka melakukan penjualan ini karena tidak tahu dibawa 
kemana kotoran sapi tersebut, jadi menurut mereka lebih baik menjualnya, dan 
alasan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 
kotoran sapi tersebut.Dari praktik ini dapat dilihat bahwa, meskipun masyarakat 
tidak melakukan praktik jual beli secara langsung, tetapi mereka memiliki 
keinginan untuk mendapatkan uang (keuntungan) dari hasil penjualan kotoran 
sapi tersebut dan mengharapkan adanya pihak yang dapat menyalurkan kotoran 
hewan itu untuk dapat diperjualbelikan.85Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam 
Islam, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari 
memperjualbelikan benda najis. Dalam Islam, mencari rezeki itu haruslah dari 
jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT. 
Dari berbagai informasi yang diperoleh, praktik jual beli kotoran hewan 
ternak ini sebenarnya tidak hanya ada pada wilayah-wilayah di atas, akan tetapi 
praktik seperti ini banyak sekali terjadi di wilayah Indonesia dan di Aceh 
khususnya di kawasan pertanian, seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, 
85Wawancara dengan  Bapak Ridha, pengurus kandang sapi di Gampong Limpok, 
Kecamatan   Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 03 Januari 2018. 
                                                          
dan wilayah Aceh lainnya. Tetapi, penulis hanya mampu mengambil beberapa 
sample saja dari banyaknya populasi yang ada.Praktik jual beli kotoran ternak 
ini sudah menjadi hal lumrah di masyarakat mengingat kebutuhan terhadap 
kotoran ternak semakin meningkat saja. 
Dalam kasus seperti ini, kita bisa melihat bahwa praktik jual beli kotoran 
hewan ternak (ayam dan sapi) tersebut nyata adanya. Apabila dilihat dari segi 
pemahaman masyarakat mengenai hukum jual beli kotoran hewan tersebut, 
sebagian dari masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam memahami  
prinsip-prinsip jual beli yang sebenarnya dan sebagiannya lagi menyatakan 
bahwa mereka mengetahui hukum praktik jual beli kotoran hewan tersebut akan 
tetapi mereka melakukan transaksi jual beli kotoran hewan yaitu dengan sistem 
membayar uang atas jasa agen/pekerja yang mereka gunakan, dengan kata lain 
upah pengangkutan kotoran. 
Berdasarkan dari jawaban dan keterangan responden, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran hewan, 
sebagian dari mereka telah menerapkan konsep ijarah bi al-amal dalam praktek 
pemberian upah pengangkutan kotoran hewan dan sebagiannya belum 
menerapkan, akan tetapi mereka masih memiliki kekurangan pemahaman 
terhadap ketentuan hukum jual beli kotoran hewan dan prinsip-prinsip ijarah bi 
al-amal tersebut, karena dalam bertransaksi mereka menggunakan akad jual 
beli, bukan akad ijarah bi al-amal. Oleh karena itu, masih terdapat 
kesalahpahaman di masyarakat terhadap proses transaksi pengambilan kotoran 
hewan. 
3.3. Ketentuan Hukum Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh 
Besar Menurut Akad Ijarah bi al-Amal 
 
Dalam dimensi fikih yang berpijak pada analogi yang bertujuan untuk 
memelihara kemaslahatan adat istiadat (yang baik) atau kebiasaan dapat berubah 
sesuai dengan berkembangnya zaman, kemaslahatan manusia dan lingkungan 
yang berbeda dengan konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam 
wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah) prinsip-
prinsipnya yang benar.Hal ini dikhususkan dalam bidang mu’amalah saja dan 
tidak dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. 
Jika melihat berdasarkan hukum fikih, transaksi jual beli kotoran hewan 
atau segala kegiatan yang berkaitan dengan kotoran hewan adalah 
haram.Mengikuti hadist Rasulullah mengenai keharaman penjualan benda najis, 
karena kotoran hewan merupakan sesuatu yang dihukumi najis.Sedangkan 
syarat sahnya suatu transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan 
merupakan benda yang suci. 
 Mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual 
babi, bangkai, dan darah, minuman keras,  dan najis-najis lainnya. Ini 
berdasarkan hadist Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.bersabda, yang 
artinya : 
“Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan jualbeli khamar, bangkai, 
babi, dan patung.” Seorang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapatmu, dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk melapisi 
papan perahu, untuk meminyaki kulit-kulit, dan bisa dijadikan sebagai bahan 
bakar lampu oleh manusia?” Rasulullah menjawab, “Tidak, hal itu 
diharamkan.” (Muttafaq ‘Alaih)86 
Di samping adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak 
mendekatinya, sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya. 
Oleh karena itu, menurut Syafi’i tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-
najis semacamnya. Akan tetapi, menurut  ulama mazhab Syafi’i ada cara khusus 
dalam hal tukar-menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan. Cara ini popular 
dengan istilah “raf’ul yad”, yaitu seorang penjual mengatakan, “saya angkat 
tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini.” 
Sedangkan menurut Hambali, ia membolehkan jual beli kotoran burung yang 
masih bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa 
dimakan dagingnya.87 
Dilihat dari cara peternak hewan sapi maupun ayam dan orang-orang yang 
membutuhkan kotoran hewan tersebut dalam bertransaksi, hal ini merupakan 
suatu penyimpangan yang dapat membatalkan akad jual beli tersebut. 
Dikarenakan mereka dalam melakukan ijab dan qabul menggunakan akad jual 
beli, yaitu pembeli menanyakan “Berapa harga 1 karung kotoran ini?”. Penjual 
(peternak sapi dan ayam) menjawab “ Rp 15.000,-”. Akan tetapi, masyarakat 
menganggap bahwa mereka hanya mengambil ongkos angkut saja, padahal saat 
bertransaksi mereka melakukan akad jual beli kotoran hewan, seperti yang 
disebutkan di atas. Meskipun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan masih 
86Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan), (Bandung: 
Diponegoro 1996), hlm. 159. 
87Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5 (Hukum transaksi keuangan, Transaksi Jual Beli, 
Asuransi, khiyar, macam-macam Akad Jual Beli, akad Ijarah (Penyewaan), terj. Abdul Hayyie al-
Khattani, dkk.(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118 
                                                          
terdapat beberapa orang yang menyebutkan ijab dan qabul sesuai dengan yang 
dianjurkan syariah (akad ijarah bi al-amal), seperti “Berapa ongkos angkut 
kotoran ini per karungnya?”, tetapi masih banyak masyarakat yang belum 
memahami secara jelas mengenai ketentuan dalam jual beli kotoran hewan ini. 
Terlebih lagi banyak dari masyarakat terutama peternak sapi dan ayam 
menginginkan keuntungan atau mendapatkan pemasukan dari penjualan kotoran 
sapi, belum lagi pihak-pihak yang ingin menjadikan kotoran hewan sebagai 
objek mata pencahariannya.Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam 
Islam. 88 Menurut konsep muamalah dalam Islam, terdapat akad yang bisa 
digunakan oleh masyarakat jika ingin melakukan  pengambilan kotoran hewan, 
yaitu dengan menggunakan akad ijarah bi al-amal yaitu dengan cara 
pembayaran upah atas jasa yang digunakan untuk pengangkutan kotoran hewan. 
Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap hal ini adalah 
masyarakat harus memperbaiki akad, pada saat melakukan transaksi 
pengambilan kotoran hewan ini dan tidak boleh berniat untuk mendapatkan 
keuntungan dari hasil penjualan benda najis (kotoran hewan) ini. 
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, di satu sisi 
kotoran ini tidak dibenarkan untuk dijual belikan, di sisi lain (kotoran hewan) ini 
dipandang dengan konsep berbeda, yaitu dibenarkan sejauh memiliki nilai 
manfaat dan dibutuhkan oleh manusia atau dengan konsep ma’qud ‘alaih 
memiliki nilai manfaat, walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang. 
Sebagaimana hadist Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.yang artinya: 
88Hasil wawancara dari berbagai Reponden pada beberapa kecamatan di Aceh Besar. 
                                                          
 
“Dari Abdillah bin Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah  bersabda 
“apabila kulit bangkai telah disamak maka hukumnya suci”89 
 
Hadist di atas menunjukkan makna umum, hal ini mencakup setiap kulit 
bangkai, baik kulit bangkai yang berasal dari binatang yang dagingnya bisa 
dimakan atau tidak atau binatang yang matinya disembelih atau tidak.Akan 
tetapi dalam hal ini dikecualikan babi dan anjing yang keduanya dipandang najis 
secara zatnya.Berdasarkan hadist itu pula, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, 
yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya.Adapun 
memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidaklah 
terlarang.Bahkan satu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih 
mungkin digunakan tidak boleh disia-siakan jika itu dapat dijadikan nilai guna.90 
Berkenaan dengan masalah ini mazhab Hanafi dan Zhahiri juga 
mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut 
dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya. 91 Kebolehan menjual 
kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika barang tersebut sangat 
dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk tanaman dan bahan bakar tungku 
api. Sayyid Sabiq sendiri dalam pendapatnya, juga memperbolehkan menjual 
kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan minum, 
seperti minyak bangkai barang najis yang digunakan untuk bahan bakar dan cat 
89Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, Sahih Muslim, 
(Beirut; Dar al-Jil, tth), Juz I, hlm. 172 
90Yusuf Al-Qardhawi, Halal wa al-Haram fi al-Islam, diterjemahkan Tim Penerbit Jaba 
(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 61 
91Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (ter) Asep Sobarai., dkk, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 
268 
                                                          
pelapis.Semua barang najis yang bermanfaat boleh diperjualbelikan selama 
tidak dimanfaatkan untuk makan dan minum.92 
Hal ini didasarkan pada ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, 
berjalan dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah, kemudian Beliau 
bersabda; 
“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya dan menyamaknya dan kalian 
manfaatkannya?”Para sahabat pun menjawab; “Wahai Rasulullah, kambing itu 
telah menjadi bangkai”.Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya, yang diharamkan 
hanyalah memakannya”.93 
 
Oleh karena itu, memperjualbelikan barang yang tidak memiliki nilai 
kemanfaatan secara hukum tidak sah, sebab termasuk tindakan menyia-nyiakan 
harta (idha’ah al-mal).Jual beli ini tidak sah karena faktor qillah (minimalis), 
sedangkan benda yang mempunyai faktor qillah termasuk benda yang tidak 
memiliki nilai manfaat.Dalam jual beli disyaratkan objek akad (ma’qud ‘alaih) 
haruslah memiliki nilai dandisyaratkan juga mutamawwal, sedangkan 
mutamawwal adalah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat 
terpengaruh oleh fluktuasi harga. Menurut versi lain, mutamawwal adalah 
barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit. 94 Barang yang tidak 
terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal karena faktor minimalis 
(qillah), seperti dua biji beras, biji gandum dan semacamnya maka tidak sah 
92Ibid.,hlm. 269 
93Ibid. hlm. 270 
94Jalaluddin Abd. Rahman Al-Suyuti, Al-asybah Wa al-Nazha’ir Fi al-Furu’ (Surabaya: 
Al-Hidayah, 1965), hlm. 197 
                                                          
dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sebab tidak termasuk 
mutamawwal.95 
Dalam pandangan ini (yang membolehkan) menjual kotoran hewan tidak 
semata-mata memandang bendanya namun memandang keperluan akan 
manfaatnya atau memfokus pada nilai manfaat, sehingga dasar itulah dibolehkan 
menjual kotoran ternak. Hal ini juga serupa sebagaimana pandangan Zakaria 
Anshari, yaitu pembelian manfa’ah berupa hak melintas (haq al-mamar), 
misalnya seorang memiliki kebun yang dikelilingi lahan milik orang lain, ketika 
hendak masuk-keluar harus melewati lahan milik orang lain. Lalu membeli 
manfa’ah lahan orang lain untuk digunakan melintas atau lewat menuju-keluar 
kebun.96 
Contoh pembelian manfaat ini bersifat permanen (mu’abbad) artinya tidak 
dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana akad ijarah.Karena itu transaksi 
demikian tidak dikatakan jual beli murni, melainkan semi ijarah dari segi 
komoditinya berupa jasa (manfa’ah) dan semi bay’ dari segi permanennya 
(mu’abbad).97 
Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat yang harus dipenuhi pada benda yang 
diperjuabelikan ada empat syarat.Dimana salah satunya adalah benda yang 
diperjualbelikan itu merupakan benda yang berharga.Makna benda yang 
95 Syams al-Din Ahmad Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarah al-Minhaj, juz 03 
(Beirut: DKI, 2013), hlm. 14 
96Zakaria Al-Anshari, Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib, juz. 02 (Beirut: DKI, 
2000), hlm. 225. Maktabah Syamilah 
97Ibid. hlm. 226 
                                                          
berharga disini adalah suci dan halal dalam pandangan Islam dan mempunyai 
manfaat bagi manusia.98 
Pendapat yang menyatakan bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak 
sah adalah pendapat mazhab Syafi’i, sedangkan menurut mazhab Hanafi jual 
beli benda najis juga tidak sah, namun ulama-ulama mazhab Hanafi 
mengecualikan kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan, seperti kotoran sapi 
yang bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Semua 
Hanafiyah sepakat bahwa jual beli kotoran hewan tersebut diperbolehkan. 
Apabila kita mengacu kepada pendapat mazhab Syafi’I yang menyatakan 
jual beli benda najis adalah tidak sah, ulama-ulama mazhab Syafi’I memberikan 
jalan keluar yaitu dengan cara sighat (ucapan) akadnya jual beli akan tetapi 
dengan perpindahan tangan  ataucara ini popular dengan istilah “raf’ul yad”, 
yaitu seorang penjual mengatakan, “saya angkat tangan dari barang ini dengan 
harga sekian atau dengan harga begini.” Lalu orang yang menerima 
mengucapkan, “saya terima”.99 
Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama yang telah dikemukakan maka 
dapat disimpulkan bahwa jual beli jenis ini dibolehkan karena dalam kurun 
waktu tertentu kotoran dapat berubah kembali menjadi tanah dan dibolehkan 
juga jika kotoran tersebut memiliki nilai manfaat serta kotoran hewan tersebut 
bukan berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam. 
 
 
98Taufik Abdullah…, [et all], Perpustakaan nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDIT) 
Eksiklopedia Tematis Dunia Islam, (Jakarta:Ictiar Baru Van Houfe,2002), hlm. 137. 
99Ibn Hajr Haitami, Hasyiatun Asy-Syarwani: Jilid IV, (Mesir: Dar Sadir,tt), hlm. 235. 
                                                          
  
 
 
 
 
BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
3.1.Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis paparkan pada 
bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan dari jawaban dan keterangan responden (masyarakat), maka 
dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran 
hewan, sebagian dari mereka telah menerapkan konsep ijarah bi al-amal 
dalam praktek pemberian upah pengangkutan kotoran hewan dan sebagiannya 
belum menerapkannya, hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki 
kekurangan dalam pemahaman terhadap ketentuan hukum jual beli kotoran 
hewan dan prinsip-prinsip ijarah bi  al-amal tersebut, karena dalam 
bertransaksi mereka menggunakan akad jual beli, bukanlah akad ijarah bi al-
amal (upah pengangkutan kotoran hewan). Belum lagi pihak-pihak yang 
ingin menjadikan kotoran hewan sebagai objek mata pencahariannya. Hal ini 
sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dari pada itu masih terdapat 
kesalahpahaman di masyarakat terhadap proses transaksi pengambilan 
kotoran hewan. 
2. Ketentuan hukum jual beli kotoran hewan ini adalah haram dalam pandangan 
Islam atau fikih, karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada 
saat bertransaksi masyarakat menggunakan akad jual beli, meskipun mereka 
menganggapnya adalah upah pengangkutan kotoran. Dalam pandangan fikih, 
kotoran tersebut tergolong kedalam benda najis. Namun,  berdasarkan dari 
beberapa pendapat yang dikemukakan oleh imam mazhab, jual beli jenis ini 
dibolehkan karena dalam kurun waktu tertentu karena kotoran tersebut dapat 
berubah menjadi tanah dan kotoran hewan ini memiliki nilai manfaat, yang 
merupakan salah satu syarat objek akad jual beli harus bermanfaat dan dapat 
dimanfaatkan serta kotoran hewan tersebut bukan berasal dari hewan yang 
diharamkan dalam Islam. 
Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap hal ini adalah 
masyarakat harus memperbaiki akad, yaitu menggunakan akad ijarah bi al-
amal pada saat melakukan transaksi pengambilan kotoran hewan ini dan tidak 
boleh berniat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan benda najis 
(kotoran hewan) ini. Akan tetapi dibolehkan juga menggunakan akad jual beli, 
apabila pada saat transaksi dilakukan yaitu menggunakan cara seperti yang 
dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi’i yakni“raf’ul yad” (perpindahan 
tangan), dimana seorang penjual mengatakan, “saya angkat tangan dari barang 
ini dengan harga sekian atau dengan harga begini.” Lalu orang yang menerima 
mengucapkan, “saya terima”. 
3.2.Saran 
 Adapun  saran-saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  sebagai  bahan 
renungan adalah sebagai berikut: 
1. Konsep ijarah bi al-amal adalah konsep yang tepat untuk transaksi upah 
pengangkutan kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat yang 
membutuhkan kotoran tersebut. Penulis menyarankan agar para pihak yang 
bertransaksi menggunakan akad yang sah dan jelas dalam bermu’amalah 
sesuai dengan tuntutan Islam. Seharusnya akad yang dilakukan para pihak 
(masyarakat) adalah akad jasa bukanlah akad jual beli. 
2. Seharusnya pemerintah dan tokoh masyarakat atau ulama yang berwenang di 
daerah Aceh mengeluarkan peraturan atau fatwa terkait jual beli kotoran 
hewan ini. Agar ketentuan hukumnya jelas dan akurat ssesuai ajaran Islam. 
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan melakukan penelitiannya 
dengan aspek yang berbeda dan menggunakan unsur lain serta dapat 
menjadikan penelitian yang telah penulis lakukan sebagai bahan dalam 
pembendaharaan ilmu pengetahuan. 
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